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KUALITAS hidup manusia di DIY

sudah memasuki kategori sangat ting-

gi. Rilis data Badan Pusat Statistik

(BPS) tentang Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) periode 2021-2024 te-

lah mencapai angka di atas 80. Pada

tahun 2024, IPM DIY sebesar 81,62,

peringkat tertinggi di Indonesia di ba-

wah DKI Jakarta sebesar 84,15. Angka

IPM DIY ini tumbuh sebesar 0,65

persen dibanding tahun 2023 sebesar

81,09. Jika dibanding pertumbuhan ra-

ta-rata selama 2020-2023 sebesar 0,52

persen, maka pertumbuhan IPM se-

tahun terakhir mengalami pertum-

buhan yang jauh lebih tinggi. Artinya,

angka IPM tersebut tumbuh lebih

cepat walau dengan kategori yang sa-

ngat tinggi. Gambaran ini menun-

jukkan terjadi akselerasi dalam pem-

bangunan kualitas manusia di DIY.

Dimensi Umur Panjang dan

Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup se-

hat telah mencapai kondisi yang sa-

ngat baik. Hal ini dijelaskan oleh umur

harapan hidup (UHH) yang telah men-

capai 75,36 tahun. Artinya, bayi yang

lahir pada tahun 2024 diperkirakan

akan hidup sampai mencapai umur 75

atau 76 tahun. UHH tersebut meng-

alami pertumbuhan sebesar 0,24 per-

sen dibanding tahun 2023 yang sebesar

75,18. Dibanding pertumbuhan rata-

rata UHH periode 2020-2023 yang

mencapai 0,10 persen per tahun, per-

tumbuhan ini jauh lebih tinggi (hampir

dua kali lipat). Tingginya pertumbuh-

an UHH sebagai komponen penyusun

IPM sangat berpengaruh terhadap

tingginya pertumbuhan angka IPM.

Indikasi ini menunjukkan pembangun-

an kesehatan memberikan dampak

perbaikan yang signifikan terhadap

kualitas umur dan kesehatan masya-

rakat.

Dimensi Pengetahuan

Dari aspek dimensi pengetahuan,

DIY juga mengalami perbaikan cukup

signifikan. Ini terlihat dari kenaikan

pada dua indikator yang menjadi

penyusunnya, yaitu harapan lama se-

kolah (HLS) dan rata-rata lama seko-

lah (RLS). HLS pada tahun 2024 telah

mencapai 15,70 yang artinya rata-rata

penduduk 7 tahun ke atas diperkira-

kan akan menyelesaikan pendidikan-

nya sampai jenjang D3 atau D4. Selain

itu, pertumbuhan HLS setahun ter-

akhir masih tinggi sebesar 0,26 persen

dibanding tahun 2023 yang sebesar

15,66. Angka pertumbuhan ini juga le-

bih tinggi dari rata-rata pertumbuhan

periode 2020-2023 sebesar 0,15 persen.

Indikator kedua dari dimensi penge-

tahuan adalah rata-rata lama sekolah

(RLS). Capaian RLS pada tahun 2024

adalah sebesar 9,92 yang artinya pen-

duduk umur 25 tahun ke atas rata-rata

memiliki tingkat pendidikan hampir

selesai kelas 10 sekolah menengah lan-

jutan atas (SLTA). Angka ini lebih ting-

gi dibanding tahun 2023 mencapai 9,83

atau mengalami pertumbuhan sebesar

0,91 persen. Namun, angka pertum-

buhan ini di bawah rata-rata pertum-

buhan selama 2020-2023 sebesar 0,97

persen. Kondisi ini menjelaskan bahwa

pembangunan pendidikan di

DIY masih cukup efektif

dalam meningkatkan literasi

dan pengetahuan masyara-

kat.

Dimensi Standar Hidup

Layak

Dimensi terakhir penyusun

IPM adalah standar hidup

layak. Indikator yang digu-

nakan untuk mengukur di-

mensi ini adalah pengelu-

aran riil per kapita per tahun

(yang disesuaikan) yang

mencapai Rp 15,36 juta pada

tahun 2024. Angka ini meng-

alami pertumbuhan sebesar

2,93 persen dibanding tahun

2023 sebesar Rp 14,92 juta.

Angka pertumbuhan ini juga

juga di atas rata-rata per-

tumbuhan selama 2020-2023 sebesar

2,12 persen. Hal ini menunjukkan bah-

wa kesejahteraan (daya beli) masyara-

kat mengalami pertumbuhan yang

tinggi selama setahun terakhir.

Dari data tersebut terlihat banyak

peluang yang masih terbuka dalam

upaya meningkatkan kualitas manusia

DIY. Adapun intervensi yang dilaku-

kan dengan meningkatkan nilai in-

dikator komponen penyusun. Pertama,

untuk peningkatan UHH bisa dilaku-

kan dengan perbaikan fasilitas kese-

hatan, mulai dari penambahan fasili-

tas kesehatan dan memperbaiki pela-

yanan kesehatan agar terjadi penu-

runan kematian bayi, kematian ibu,

stunting dan lain-lain. Kedua, untuk

peningkatan HLS dan RLS dengan me-

ningkatkan perbaikan pelayanan pen-

didikan agar semua anak umur seko-

lah bisa mendapatkan pendidikan dan

tidak ada lagi anak putus sekolah. Ke-

tiga, perbaikan kesejahteraan bisa di-

lakukan dengan memperluas lapangan

kerja formal dan melakukan pelatihan

untuk peningkatan produktifitas pe-

kerja. (*)-d

*)Indyah Kusumaningrum, BPS

Kulonprogo.

Bela Negara dan Peran Museum di DIY

Indyah Kusumaningrum

KPK geledah kantor BI terkait korupsi

dana CSR.

- Ungkap aktor di belakang layar.

***

Usulan Pilkada melalui DPRD, Kemen-

dagri: tak buru-buru.

- Lama-lama tertutup isu lain.

***

Kemkomdigi tindak 5,4 juta konten judi on-

line.

- Akun ditutup, muncul akun baru, be-

gitu seterusnya....

Kualitas Hidup Manusia di DIY Sangat Tinggi

TANGGAL 19 Desember diperingati

sebagai hari Bela Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Peringat-

an yang dilaksanakan setiap tahun se-

jak tahun 2003 dimaksudkan untuk

menyadarkan arti penting bela negara

bagi setiap warga negara. Kewajiban

berbela Negara diamanahkan dalam

UUD 1945, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal

30 ayat (1).

Bela Negara merupakan upaya

mempertahankan kedaulatan dan keu-

tuhan bangsa dan NKRI. Negara ter-

bentuk atas empat elemen: Warga

Negara, Wilayah,  Pemerintahan, dan

Kedaulatan. Ini merupakan organisasi

pemilik kekuasaan tertinggi

yang mengatur dan menyeleng-

garakan kehidupan bersama.

Setiap warga negara disadark-

an tanggungjawabnya berkon-

tribusi pertahanan NKRI, men-

jaga persatuan, integritas, dan

lima nilai bangsa tertuang

dalam Pancasila: Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan,

Permusyawarahan serta

Keadilan dan solidaritas sosial.

Dalam sistem pertahanan

semesta, peran warga negara

terorganisasikan bersama

Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian demi melindungi ne-

gara dan memampukannya

mengatasi berbagai tantangan.

Tantangan Indonesia

Indonesia menghadapi berba-

gai tantangan. Tantangan ber-

kembang mengikuti perkem-

bangan zaman, dari masa mem-

pertahankan kemerdekaan sampai

masa teknologi informasi digital. Tan-

tangan berbagai sektor: ideologi, poli-

tik, ekonomi, sosial, budaya, pertahan-

an dan keamanan, lingkungan serta

teknologi.

Tantangan berwujud antara lain:

pendangkalan wawasan kebangsaan

dan bela negara, radikalisasi dan teror-

isme. korupsi, ketimpangan ekonomi,

pengangguran dan kemiskinan. Juga:

kesenjangan pendidikan, intoleransi,

konflik sosial, stunting, kerusakan

lingkungan, deforestasi, polusi, dan

krisis iklim, pengelolaan sampah. Tan-

tangan teknologi dan digital berupa ke-

senjangan digital, akses internet, kea-

manan siber, rendahnya literasi digital.

Untuk mengatasinya, diperlukan

peran aktif warga negara. Warga ne-

gara telah memperolah pendidikan

bela negara melalui pendidikan formal.

Meski demikian, peran aktifnya masih

memprihatinkan, menipis bahkan abai

di sebagian: masyarakat, generasi mu-

da, pejabat pemerintahan. Fenomena

klithih, tawuran sosial, korupsi, kolusi

dan nepotisme menandakannya.

Diperlukan dua upaya mengatasi-

nya. Pertama, penguatan pendidikan

bela negara. Kedua, menghidupkan se-

mangat nasionalisme inklusif. Untuk

itu, perlu dipererat kolaborasi peme-

rintah, masyarakat, dan lembaga pen-

didikan formal maupun non-formal,

termasuk lembaga permuseuman.

Peran Museum di DIY

Berdasar PP nomor 66 tahun 2015,

museum mengemban tujuh  peran uta-

ma, yakni: Pelestarian Warisan Bu-

daya, Pusat Riset, Sarana Wisata Bu-

daya, Peningkatan Identitas Lokal,

Tempat Pameran Seni, Memperkenal-

kan Keragaman Budaya Indonesia dan

Pendidikan. Dalam konteks pendidik-

an, museum berperan sebagai pusat

pendidikan non-formal tentang se-

jarah, seni, budaya, tradisi lokal, per-

juangan dan bela negara bagi publik

dan pengunjung pelajar. mahasiswa

generasi muda. Program Pendidikan

dirancang dan dilaksanakan bersua-

sanakan rekreatif.

Dalam konteks permuseuman, DIY

merupakan daerah istimewa berdasar

tiga alasan. Pertama, DIY merupakan

tempat kelahiran asosiasi permuseu-

man pertama di Indonesia, yakni

Barahmus. Kedua, DIY menempati

urutan tertinggi dalam hal kepadatan

museum. Jumlah museum per satuan

luas wilayah merupakan yang terpadat

dibanding provinsi lainnya. Terdapat

museum sejumlah 86 unit di DIY, 41

unit di antaranya anggota Barahmus.

Sangat banyak jumlah Calon Museum

berproses menjadi museum. Ketiga,

DIY memiliki jumlah terbanyak muse-

um universitas anggota Jaringan

Museum Perguruan Tinggi Indonesia.

Yogyakarta sangat layak berpredikat

Kota Museum. Jogja City of Museum.

Predikat ini menambah predikat Kota

Yogyakarta, sebagai kota: kebudayaan,

perjuangan, pendidikan, pariwisata,

dan filosofi.

Museum di DIY kelompokkan empat

rumpun, yakni museum bertema: ilmu

pengetahuan dan teknologi, pendidik-

an, seni dan budaya, serta sejarah dan

perjuangan. Setiap kelompok museum

dapat melakukan pendidikan

bela negara. Meski demikian,

museum bertemakan sejarah

dan perjuanganlah paling ber-

kompeten.

Ada sepuluh museum anggota

Barahmus yang berkompeten,

yakni museum: TNI AD Dharma

Wiratama, TNI AU Dirgantara

Mandala, Sasmitaloka Panglima

Besar Jenderal Sudirman, Ben-

teng Vredeburg, Monumen Jogja

Kembali, Perjuangan, Sandi,

Monumen Pengeran Diponegoro

Sasana Wiratama. Memorial

Jenderal Besar Soeharto, Monu-

men Pahlawan Pancasila, serta

Bahari.

Museum-museum ini mening-

katkan program pendidikan pu-

blik bagi peningkatan kualitas

bela negara sehingga setiap war-

ga negara dapat memahami per-

an dan aktualitasinya memba-

ngun Indonesia. Marilah merayakan

Hari Bela Negara dan meningkatkan

kadar bela negara demi mewujudkan

cita-cita proklamasi kemerdekaan

NKRI. (*)-d

*)Dr Ir Yustinus Suranto MP,

Pengurus Bidang Komunikasi,

Informasi dan Dokumentasi, Badan

Musyawarah Musea DIY.

Yustinus SurantoDampak Penerapan PPN 12 Persen
PEMERINTAH akan menerap-

kan tarif pajak pertambahan nilai

(PPN) sebesar 12 persen mulai 1

Januari 2025. Namun hingga seka-

rang belum ada aturan turunan

yang merincikan pengenaan PPN

12 persen tersebut. Wajar bila ke-

mudian muncul reaksi penolakan

dari masyarakat, terutama kalang-

an menengah ke bawah. Meng-

apa? Dalam kondisi seperti seka-

rang ini saja kehidupan ekonomi

masyarakat masih belum stabil,

apalagi PPN dinaikkan menjadi 12

persen. Diperkirakan dalam waktu

dekat ini sudah ada aturan dalam

bentuk Peraturan Menteri Keuang-

an (PMK).

Kita sangat memahami bahwa ke-

bijakan PPN 12 persen merupakan

bagian dari reformasi perpajakan na-

sional sebagaimana diatur dalam

UU Harmonisasi Peraturan Per-

pajakan (HPP). Pemerintah meyaki-

ni langkah ini akan menjaga keseim-

bangan fiskal di tengah tantangan

ekonomi global. Dengan kenaikan

PPH, pemerintah optimis akan me-

naikkan penerimaan negara secara

berkelajutan, sekaligus memperkuat

perekonomian nasional. 

Secara ideal memang demikian,

namun secara realitas belum tentu.

Siapa yang menjamin bahwa peneri-

maan negara, khususnya dari peneri-

maan PPN 12 persen tidak akan bo-

cor (baca: dikorupsi) ? Pun, benarkah

penerimaan PPN 12 persen digu-

nakan secara efektif untuk pemba-

ngunan yang berdampak langsung

pada kesejahteraan masyarakat ? 

Mengacu  pernyataan Menteri

Keuangan Sri Mulyani baru-baru

ini, kebijakan PPN 12 persen bersi-

fat selektif dan hanya menyasar

barang dan jasa kategori mewah

dan premium. Sekadar contoh, di

bidang kesehatan, layanan kese-

hatan yang terkena PPN 12 persen

adalah kategori premium atau VIP.

Juga dalam hal barang kebutuhan

pokok yang terkena PPN 12 persen

berkategori premium, misal beras

premium, ikan premium, daging

premium dan sebagainya.

Bagaimanapun, pengenaan PPN

12 persen akan menambah beban

konsumen, karena barang dan jasa

menjadi lebih mahal. Ini akan terasa

bagi masyarakat berpenghasilan

rendah. Meskipun untuk bahan ke-

butuhan pokok dikecualikan dari

pengenaan PPN 12 persen, namun

kenaikan harga barang dan jasa ini

tetap akan mempengaruhi daya be-

li masyarakat. Mengapa ? Karena

produsen akan cenderung membe-

bankan tambahan biaya pajak

kepada konsumen, melalui pening-

katan harga barang.

Akibat selanjutnya dapat ditebak,

tingkat inflasi akan naik yang no-

tabene akan meggerus nilai uang

masyarakat. Hal ini akan dirasakan

terutama kalangan rentan yang se-

lama ini sudah kesulitan mengha-

dapi kenaikan biaya hidup. Belum

lagi kalangan dunia usaha, khusus-

nya UMKM juga akan terdampak

atas kebijakan PPN 12 persen.

Biaya operasional menjadi naik, se-

hingga akan melemahkan daya

saing mereka.

Hal lain yang perlu mendapat

perhatian serius adalah soal peme-

rataan dalam penarikan pajak. Se-

perti diketahui, sebagian besar be-

ban PPN ditanggung oleh masyara-

kat umum, sedangkan pajak peng-

hasilan atau PPh yang ditujukan

untuk kelompok berpenghasilan

tinggi penerapannya sering tidak

optimal, karena memanfaatkan ce-

lah kelemahan sistem perpajakan.

Berkenaan hal itu, kita meng-

inginkan pemerintah memberi sub-

sidi kepada kelompok rentan, baik

secara langsung atau lewat bantu-

an sosial, khususnya kepada ma-

syarakat berpenghasilan rendah

guna mengurangi dampak kenaik-

an harga barang dan jasa. Selain

itu, kita juga mendorong transpa-

ransi dalam pengelolaan penerima-

an pajak, memastikan bahwa pene-

rimaan PPN digunakan secara

efektif untuk kesejahteraan masya-

rakat. ❑ - x

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.
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